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Penulis

WINDA RUDIN
NIM : H11.16.339
ABSTRAK 

WINDA RUDIN, NIM : H11.16.339 JUDUL “Analisis Hukum Tentang Batas Usia Minimal Perkawinan (pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22/PUU-XV/2017)”.Dibimbing oleh Bapak Baso Salewangeng selaku Pembimbing I dan Bapak Ilham selaku Pembimbing II.

Tujuan penelitian ini : (1) Untuk mengetahui pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan MK Nomor: 22/PUU-XV/2017 Tentang Batas Usia Minimal Perkawinan. (2) Untuk mengetahui analisis hukum terhadap pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan MK Nomor: 22/PUU-XV/2017 Tentang Batas Usia Minimal Perkawinan
Jenis Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu pengkajian terhadap masalah peraturan perundang-undangan dalam suatu tata hukum yang koheren.
Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa (1). Dalam Putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor: 22/PUU-XV/2017, berdasarkan atas pertimbangan, bahwa para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan. Menurut Majelis Hakim ketika perbedaan batas usia minimal perkawinan antara laki-laki dan perempuan mengakibatkan dampak dengan tidak terpenuhinya hak dasar atau konstitusional, maka perbedaan tersebut jelas merupakan diskriminatif. (2) Menurut analisis yuridis, berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, KHI, dan Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 pertimbangan Majelis Hakim tidak relevan, karena perkawinan para pemohon dilakukan sebelum mencapai usia 16 tahun, atas dasar keinginan orang tua dan keadaan ekonomi keluarga. 
Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat di Rekomendasikan : (1) Kepada pihak orang tua yang menginginkan perkawinan anaknya, harus berdasarkan atas persetujuan anaknya tersebut, agar tidak terjadi dampak yang tidak diinginkan. (2) Kemudian untuk Majelis Hakim yang memutus perkara, harus lebih teliti dikemudian hari terhadap pemeriksaan kronologis kedudukan hukum para pemohon, agar keputusannya tidak merugikan bagi warga negara yang lain.;. 

Kata Kunci : Batas Usia, Perkawinan


ABSTRACT


WINDA RUDIN, NIM : H11.16.339 TITLE "Legal Analysis on Minimum Age for Marriage (after the Constitutional Court Decision Number: 22 / PUU-XV / 2017)". Supervised by Mr. Baso Salewangeng as Advisor I and Mr. Ilham as Advisor II.


The purpose of this study: (1) To find out the consideration of the Panel of Judges in the Constitutional Court Decision Number: 22 / PUU-XV / 2017 concerning the Minimum Age for Marriage. (2) To find out the legal analysis on the consideration of the Panel of Judges in the Constitutional Court Decision Number: 22 / PUU-XV / 2017 concerning the Minimum Age for Marriage


This type of research uses a type of normative legal research, which is an assessment of statutory issues in a coherent legal system.


The results of this study indicate that (1). In the Decision of the Panel of Judges of the Constitutional Court Number: 22 / PUU-XV / 2017, based on the consideration that the applicants have legal standing to submit the petition. According to the Panel of Judges, when the difference in the minimum age for marriage between men and women results in an impact on the fulfillment of basic or constitutional rights, then this difference is clearly discriminatory. (2) According to juridical analysis, based on Law Number 1 of 1974, KHI, and Article 27 paragraph (1) of the 1945 Constitution, the consideration of the Panel of Judges is irrelevant, because the applicants' marriages were carried out before reaching the age of 16, based on their wishes. parents and family economic situation.


Based on the results of this research, it can be recommended: (1) To the parents who want their child's marriage, it must be based on the child's consent, so that there are no unwanted effects. (2) Then for the Panel of Judges to decide the case, it must be more thorough in the future regarding the chronological examination of the petitioner's legal position, so that the decision is not detrimental to other citizens of the country.

Keywords: Age Limit, Marriage

DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL
i

LEMBAR  PERSETUJUAN PEMBIMBING
ii
LEMBAR  PENGESAHAN PENGUJI
iii

SURAT PERNYATAAN
iv
KATA PENGANTAR
v

ABSTRAK
viii

ABSTRACT
ix
DAFTAR ISI
x
BAB I PENDAHULUAN
1

A.  Latar Belakang Masalah
1
B.  Rumusan Masalah
8
C.  Tujuan Penelitian.....................
8
D.  Manfaat Penelitian.....................
8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA  ...........................................................
10
         A. Ruang Lingkup Ketentuan Batas Usia Minimal Perkawinan


Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974
10
B. Batas Usia Minimal Perkawinan Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974
18

C. Perbedaan Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam
25

D. Perbedaan Batas Usia Minimal Perkawinan Dalam Perspektif Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945
28

E. Kerangka Fikir
33

F. Definisi Operasional
34
BAB III METODE PENELITIAN
35
A. Jenis Penelitian Hukum
35
B. Obyek Penelitian Hukum
35
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum
35
D.  Teknik Analisis Data Hukum
36
BAB IV HASIL PENELITIAN HUKUM
38
A.
Deskripsi Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 Tentang Batas Usia Minimal Perkawinan ..............
38
B.
Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017........................................................
47

C. Analisis Terhadap Pertimbangan Mejlis Hakim Dalam Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.............................51
BAB V PENUTUP
59
 A.  Kesimpulan
59
 B.  Saran
60
DAFTAR PUSTAKA
61
LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB 1

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.

Di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1945 Tentang Perkawinan, mensyaratkan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”. Dalam perkembangannya ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor  1 Tahun 1974 tersebut telah dilakukan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi (MK). Majelis Hakim MK setelah menerima, memeriksa, dan kemudian memutuskan melalui Putusan Nomor: 22/PUU-XV/2017. Salah satu amar putusannya adalah menyatakan Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa “16 (enam belas) tahun” Undang-undang Nomor 1 Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Pemohon yang mengajukan permohonan pengujian undang-undang terdiri dari Endang Wasrinah, seorang ibu rumah tangga (sebagai pemohon I). Selanjutnya atas nama Maryanti, seorang ibu rumah tangga (sebagai pemohon II). Kemudian seorang ibu rumah tangga bernama Rasminah (sebagai pemohon III). Para pemohon kemudian memberikan kuasa kepada para kuasa hukum tertanggal 14 dan 23 Maret 2017. Para kuasa hukum mengajukan permohonannya bertanggal 20 April 2017 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan MK. Alasan para pemohon dalam permohonannya adalah, ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No. 1Tahun 1945, sepanjang frasa “16 (enam belas) tahun” telah melanggar prinsip “segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum”, sehingga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Ketentuan a quo menimbulkan pembedaan kedudukan hukum dan diskriminasi terhadap anak perempuan dalam hak kesehatan.
 Ketentuan a quo menimbulkan pembedaan kedudukan hukum dan diskriminasi terhadap anak perempuan dalam hak pendidikan. Ketentuan a quo menimbulkan pembedaan kedudukan hukum dan diskriminasi terhadap anak perempuan dalam resiko eksploitasi anak.
Sebenarnya jika dipahami secara utuh, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah mengatur batasan umur menikah bagi laki-laki dan perempuan adalah 21 tahun. Bila terjadi perkawinan dibawah umur tersebut, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juga memberi peluang dengan menentukan batasan umur minimal kepada laki-laki dan perempuan yang hendak menikah yaitu 19 dan 16 tahun dengan syarat harus mendapatkan izin untuk melangsungkan perkawinan. Kemudian batas usia minimal tersebut tidak berlaku secara mutlak. Jika dengan alasan tertentu hendak melangsungkan perkawinan di usia yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1), hal itu diperbolehkan dengan catatan harus memenuhi prosedur yakni permintaan dispensasi untuk melangsungkan perkawinan ke pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Uudang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. 
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak hanya sekedar memberi pilihan-pilihan hukum terkait dengan batas umur perkawinan, tetapi juga disertai dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi setiap warga negara yang hendak melangsungkan perkawinan. Dari sini dapat dikatakan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah mengakomodir berbagai hal terkait perkawinan secara jelas. Hal ini tentudapat dipahami, karena inilah undang-undang pertama yang mengatur masalah perkawinan secara nasional sehingga menjadi tolak ukur hukum keluarga bagi masyarakat Indonesia. Demikian, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus, maka jika menggunakan pendekatan asas-asas hukum, berlaku satu asas yang disebut lex spesialis derogat legis generalis. Artinya aturan yang khusus mengesampingkan aturan yang umum.
Dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan, rukun melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan, ijab qabul. Menurut hukum Islam, syarat calon mempelai laki-laki yaitu, bukan muhrim dari calon istri, atas kemauan sendiri atau tidak terpaksa, jelas orangnya, tidak sedang melakukan haji. 

 Adapun syarat-syarat untuk calon mempelai perempuan yaitu, beragama Islam, tidak ada halangan yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak dalam sedang iddah, terang bahwa ia wanita, bukan banci atau wanita itu jelas orangnya, tidak dipaksa (merdeka, atas kemauan sendiri), tidak sedang haji atau umrah. Dalam hukum Islam tidak ada syarat usia, yang ada adalah syarat baligh bagi laki-laki maupun perempuan, sedangkan tanda-tanda baligh antara laki-laki dan perempuan itu tidak sama. Tidak ada ketentuan yang sifatnya menentukan batas umur minimal untuk boleh kawin. Jika dinilai mengakibatkan manfaat dalam usia berapapun boleh kawin, namun apabila justru mendatangkan madharat seharusnya jangan dilakukan.

Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam mempertegas bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1945. Perbedaan batas usia minimal perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 memang menjadi suatu keniscayaan. Karena selain sangat bergantung pada politik hukum dan kultur negara, kemudian juga sumber hukum yang dijadikan rujukan yaitu Al-Qur’an maupun Hadits tidak secara eksplisit menetapkan batas usia minimal untuk boleh melangsungkan perkawinan.
Alasan permohonan yang menyatakan penentuan batas usia minimal perkawinan bagi perempuan merupakan kebijakan hukum yang diskriminatif. Seharusnya para pemohon tersebut dapat membangun pemahaman yang benar tentang maksud pengaturan batas usia minimal perkawinan, sebagaimana yang tertuang dalam penjelasan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni, untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturuannya. Kesehatan yang dimaksud tentu mencakup kesehatan lahir dan batin. Dengan menggali kembali hal-hal yang lebih mendalam terkait makna frasa “umur 16 tahun” Majelis Hakim tentu akan memperoleh pandangan yang lebih komprehensif. Dari tahap itulah Majelis Hakim akan bisa menilai apakah frasa tersebut dalam konteks kekinian masih relevan atau tidak, dan harus dipertahankan maknanya ataukah justru harus dibatalkan.
Sebelum Putusan Nomor: 22/PUU-XV/2017, MK juga telah memutuskan permohonan para pemohon mengenai permohonan judical review yang sama. Yaitu Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 terhadap Undang-undang Dasar 1945. MenurutPutusan MK Nomor: 30-74/PUU-XII/2014 yang menolak permohonan para pemohon seluruhnya. Dalam hal ini Putusan MK yang menguji perkara permohonan pengujian undang-undang yang sama tetapi berbeda putusannya. Jadi, antara Putusan MK No. 30-74/PUU-XII/ 2014 dengan Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 menunujukkan perbedaan. Putusan MK yang pertama “menyatakan menolak permohonan para pemohon”. Putusan MK yang kedua “menyatakan mengabulkan permohonan para pemohon”.
Frasa yang semula dinyatakan konstitusional dalam Putusan MK Nomor: 30-74/PUU-XII/2014 justru menjadi inkonstitusional pada Putusan MK Nomor: 22/PUU-XV/2017. Yang pasti, langkah Majelis Hakim tersebut dianggap sebagai pintu masuk untuk menaikkan batas usia minimal perkawinan bagi perempuan. Dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim mencuri perhatian terkait dengan putusannya Nomor: 22/PUU-XV/2017. Putusan ini mengundang tanya, karena putusan MK berubah dengan putusan sebelumnya. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan tentang implikasi yang muncul akibat putusan tersebut. Hal ini berbeda dengan Nomor: 30-74/PUU-XII/2014. Dalam pertimbangan Putusan MK Nomor: 34-74/PUU-XII/2014, kemungkinan batas usia minimal perkawinan bagi perempuan 18 tahun di masa depan bukanlah yang ideal. Hakim berpendapat bahwa di sejumlah negara batas usia minimal perkawinan bagi perempuan itu beragam, mulai usia 17 tahun, 19 tahun, dan 20 tahun, dan di Indonesia tidak bisa disamakan dengan negara lain karena memiliki karakteristik sosial budaya yang berbeda. Dalam Putusan Nomor: 30-74/PUU-XII/2014, argumentasi Hakim juga menggunakan pendekatan normatif dengan merujuk pada tujuan perkawinandalam UU No. 1 Tahun 1974, bahkan juga menggunakan sudut pandang agama khususnya Islam.

Hakim menegaskan, Islam tidak mengenal umur minimal demi untuk mencegah kemudharatan yang lebih besar, apalagi perkembangan dewasa ini, bagi manusia zaman sekarang, kemungkinan kemudharatannya jauh lebih cepat merebak karena dipengaruhi oleh berbagai macam keadaan seperti makanan, lingkungan, pergaulan, teknologi, keterbukaan informasi, dan lain sebagainya, sehingga mempercepat laju dorongan birahi. Dorongan birahi itu semestinya dapat disalurkan melalui perkawinan yang sah sebagaimana ajaran agama sehingga tidak melahirkan anak di luar perkawinan atau anak haram atau anak ranjang. Dinamika pengaturan batas usia minimal perkawinan dalam undang-undang yang kemudian berujung pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22/PUU-XV/2017, telah menyebabkan pembaharuan hukum perkawinan di Indonesia.
Secara yuridis normatif Putusan MK bersifat final dan mengikat, dalam arti memiliki kekuatan hukum tetap dan tidak ada upaya hukum lain seperti banding dan kasasi. Dalam Putusan Nomor: 22/PUU-XV/2017, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) juga diwajibkan untuk merevisi norma yang telah dibatalkan sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Jika tidak, usia 18 tahun dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak secara otomatis akan menjadi rujukan norma tentang batas usia minimal perkawinan bagi perempuan. Akhirnya sekarang ini legislasi hukum perkawinanoleh DPR RI menghasilkan perubahan ketentuan batas usia minimal perkawinan. Yaitu, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Adapun perubahan itu terletak pada pada Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun”. Sebelumnya ketentuan batas usia minimal perkawinan terdapat perbedaan antara laki-laki yaitu 19 tahun dan perempuan 16 tahun, kemudian menjadi disamakan 19 tahun. Tentu ini akan berdampak pada aturan lainnya seperti Peraturan Pemerintah dan Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian dari uraian tentang Putusan Mahkamah Konstitusi perlu dikritisi. Menarik untuk dilakukan penelitian, dengan menguraikan beberapa analisis terhadap pertimbangan yang digunakan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor: 22/PUU-XV/2017.
B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka peneliti merumuskanpermasalahan yang terdapat dalam skripsi ini sebagai berikut:
1. Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Mahkmah Konstitusi Nomor: 22/PUU-XV/2017?
2. Bagaimana analisis hukum terhadap pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Knstitusi Nomor: 22/PUU-XV/2017?
C. Tujuan Penelitian Hukum
1. Untuk mengetahui pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan MK Nomor: 22/PUU-XV/2017 Tentang Batas Usia Minimal Perkawinan.

2. Untuk mengetahui analisis hukum terhadap pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan MK Nomor: 22/PUU-XV/2017 Tentang Batas Usia Minimal Perkawinan.
D. Manfaat  Penelitian 
1. Secara teoritis 
Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu dan menambah pengetahuan pembaca yang berkaitan dengan masalah hukum. Sebagai sumbangsih dalam diskursus mengenai perbedaan batas usia minmal perkawinan. Menyumbang pengetahuan tentang analisis hukum terhadap pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan MK Nomor: 22/PUU-XV/2017.
2. Secara praktis 
Dapat digunakan sebagai bahan acuan atau referensi bagi yang hendak melakukan penelitian. Dapat mengungkap penemuan teori serta mengembangkan teori yang sudah ada.
3. Secara Akademis

Penelitian ini bermanfaat sebagai salah satu syarat tugas akhir dalam menyelesaiakan studi di Universitas Ichsan Gorontalo
BAB II

TINJAUAN PUSTAKA
A. Ruang Lingkup Ketentuan Batas Usia Minimal Perkawinan Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974   
1. Pengertian tentang Perkawinan
Definisi nikah secara bahasa ada dua macam, yaitu hakiki dan majazi. Arti nikah sacara hakiki adalah ad-Dam (yang berarti menghimpit atau menindih), al-Jima’(bersetubuh).  Adapun secara majazi adalah bermakna al-‘Aqd (akad).

Sedangkan artinikah menurut istilah adalah perikatan antara dua insan yang berbeda jenis kelamin,untuk memperoleh hak atau status kehalalan disertai syarat dan rukun yang telah diaturoleh Islam.

Perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Seorang pria dan wanita mengandung arti bahwa perkawinan itu hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda. Hal ini menolak perkawinan sesama jenis yang telah dilegalkan oleh beberapa negara barat. Sebagai suami istri mengandung arti bahwa perkawinan itu adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam satu rumah tangga, bukan hanya dalam istilah “hidup bersama”. Tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, bukan perkawinan temporal. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan bahwa perkawinan itu adalah peristiwa agama dan dilakukan untuk memenuhi perintah agama.

2.   Tujuan  Perkawinan
Pada dasarnya tujuan perkawinan dalam Islam, maupaun dalam Undang-Undang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam tidak jauh berbeda, diantaranya ialah untukmewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah,sebagaimana yang tercantum dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.  DalamPenjelasan Undang-Undang Perkawinan juga diuraikan, bahwa tujuan perkawinanadalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal seperti yang disebutkan dalam QS.ar-Ruum : 21.

Selain tujuan perkawinan di atas masih terdapat beberapa tujuan lain, yaitu melaksanakan perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.. Tujuan ini serupa dengan yang dikemukakan oleh Ramulyo, yaitu untuk memenuhi kebutuhan biologis dan sekaligus untuk memperoleh keturunan yang sah menurut hukum.

Secara garis besar tujuan perkawinan, menurut Zuhdi, dapat dibagi menjadi tigamacam, yaitu untuk mendapatkan ketenangan hidup, menjaga kehormatan diri danpandangan mata, dan sebagaimana pendapat ramulyo yang kedua yaitu untuk memperoleh keturunan.

Sedangkan perkawinan menurut Islam juga bertujuan untuk memperluas danmempererat hubungan kekeluargaan, serta membangun masa depan individu, keluargadan masyarakat yang lebih baik. Selain itu, masih terdapat tujuan lain dari padaperkawinan yang dikemukakan oleh Rahman, yaitu bersatunya kedua belah pihak danuntuk memenuhi kebutuhan biologis dalam rangka untuk memperoleh keturunan. Halsenada juga dikemukakan oleh Kamal Mukhtar, hanya saja ia membagi tujuandilaksanakannya perkawinan menjadi 5 macam, yaitu :
a. Untuk melanjutkan keturunan.

b. Menjaga diri dari hal-hal yang dilarang mengerjakannya.
c. Menimbulkan rasa cinta antara suami istri dan rasa kasih sayang orang tua kepada anaknya juga keluarganya.
d.  Melaksanakan sunnah Rasulullah.
e. Untuk membersihkan dan memperjelas keturunan.

Oleh karena itu siapa-siapa yang akan melangsungkan perkawinan makahendaknya ia memperhatikan betul inti dan tujuan dari perkawinan tersebut.
3. Syarat dan Rukun Perkawinan

Dalam perkawinan terdapat syarat umum dan syarat khusus, di antara syaratumumnya adalah perkawinan dilakukan sesuai dengan surat al-Baqarah ayat 221 yangberisi tentang larangan perkawinan karena perbedaan agama kecuali ditentukan lainsebagaimana dalam surat al-Maidah ayat 5 tentang pengecualian bagi orang laki-lakiyang diperbolehkan mengawini perempuan-perempuan ahli kitab, seperti Yahudi danNasrani, serta tidak bertentangan juga dengan surat-surat yang lainnya seperti surat annisa’ ayat 22, 23 dan 24.
Sedangkan syarat khususnya, Ramulyo menyebutkan tujuh poin, yaitu sebagai berikut :

a. Kedua calon mempelai.

b. Akil baligh dan sehat baik jasmani maupun rohani.

c. Adanya persetujuan kedua calon mempelai.

d. Wali nikah.

e. Dua orang saksi.

f. Mahar.

g. Ijab dan qabul.
Kamal Mukhtar tidak membagi syarat perkawinan kepada syarat umum dan syarat khusus melainkan membedakan antara syarat dan rukun perkawinan. Kamal Mukhtar menyebutkan tiga poin yang menjadi syarat dari akad, yaitu :
a. Kesanggupan dari kedua calon mempelai untuk melaksanakan akad nikah.

b.  Calon mempelai bukanlah orang-orang yang terlarang untuk melaksanakanperkawinan.
c. Calon mempelai adalah orang-oarang yang sejodoh, sehingga adakeharmonisan dan perkawinan dapat mencapai tujuannya.
Sedangkan yang menjadi rukun akad ialah segala hal yang wajib ada dalam pelaksanaan akad, yaitu shigat akad, maskawin, dua orang saksi, wali pihak calon

mempelai perempuan dan perwakilan.Rukun dari sebuah perkawinan menurut Sulaiman Rasyid adalah :
a. shigat yaitu perkataan dari pihak wali perempuan dan dijawab oleh mempelailaki-laki.
b. Adanya wali mempelai perempuan.
c. Adanya dua orang saksi

.
Adapun syarat dan rukun perkawinan tersebut juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 14 mengatakan bahwa Untuk melaksanakan perkawinan harus ada :

a.Calon Suami;

b.Calon Isteri;

c.Wali nikah;

d.Dua orang saksi dan;

e.Ijab dan Kabul.
Dalam Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam mengatakan bahwa :
1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya bolehdilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalamPasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurangkurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16tahun.

2) Bagi calon mempelai yang bgelum mencapai umur 21 tahun harus mendapatiizin sebagaiman yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2),(3),(4) dan (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Adapun dalam Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam mengatakan bahwa :

1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.

2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dannyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam artiselama tidak ada penolakan yang tegas.Pada Pasal 17 Kompilasi Hukum Islam mengatakan bahwa :
1) Sebelum berlangsungnya perkawinan Pegawai Pencatat Nikah menanyakan

lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah.
2) Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai

maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.

3) Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu persetujuan

dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.

Dari uraian di atas, diatur sedemikian rinci tentang syarat dan rukun tentangperkawinan tersebut. Bahkan dalam Kompilasi Hukum Islam ditekan mengenai usiaperkawinan yaitu 16 tahun bagi calon isteri dan 19 tahun bagi calon suami. Demikianjuga mengenai persetujuan calon iseri juga diminta persetujuan sebelum akaddilangsungkan.

4. Dasar Hukum Perkawinan
Dasar-dasar hukum perkawinan terdapat di dalam Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dapat diketahui bahwa tujuan dan cita-cita negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraaan rakyatnya dengan memberikan hak kepada setiap rakyatnya untuk mempertahankan kehidupannya yang berarti mempunyai hak untuk melanjutkan keturunan, dan setiap orang mempunyai hak untuk membentuk sebuah keluarga dan hal tersebut merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi. 
Dasar hukum perkawinan juga terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur pada Bab I tentang Dasar Perkawinan yang terdiri dari 5 Pasal, yaitu dari Pasal 1 sampai dengan Pasal . 

Di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai perngertian  perkawinan yang menyebutkan  bahwa :

“ Ikatan lahir bathin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”  

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai syarat sahnya suatu perkawinan yang menyebutkan bahwa : 

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayannya itu” 

Selain di dalam Undang-Undang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dasar hukum perkawinan juga terdapat di dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 10 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqon gholiidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.” 

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan tujuan dari perkawinan, yang berbunyi “ Perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan wa rahmah.” Dan di dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “ Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut  hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.”

Perkawinan yang sah menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam adalah perkawinan yang dalam pelaksanannya sesuai dengan hukum agamanya masing-masing, yang berarti di dalam Islam adalah yang memenuhi segala rukun dan syarat dalam perkawinan. Kemudian tujuan dari perkawinan itu sendiri adalah untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakidah (tenang/tentram), Mawaddah (cinta/harapan), dan Rahmah (kasih sayang). 

Perkawinan atau pernikahan itu adalah sunnatullah artinya perintah Allah SWT dan Rasulnya, tidak hanya semata-mata keinginan manusia atau hawa nafsunya saja karena seseorang yang telah berumah tangga berarti ia telah mengerjakan sebagian dari syariat (aturan) Agama Islam.
Perkawinan dalam Islam sebagai landasan pokok dalam pembentukan keluarga. Perkawinan harus dilakukan manusia untuk mencapai tujuan syari’at yakni kemaslahatan dalam kehidupan.

B. Batas usia minimal perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974, yang terdiri dari 14 Bab, 67 Pasal, mulai berlaku dan dilaksanakan tanggal 1 Oktober 1975. Dalam pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. 
Sejarah pembentukan lahirnnya tentu tidak dapat lepas dari dinamika dalam perumusannya. Konfigurasi politik dan dinamika sosial mempengaruhi latar belakang undang-undang ini, tidak lepas dari dorongan-dorongan yang muncul di lingkungan pemerintah, lembaga legislatif, dan juga masyarakat.
Gejolak dan dinamika sosial politik lahirnya UU No. 1 Tahun 1974 turut mewarnai penetapan batas minimal usia perkawinan sebagaimana tertera dalam Pasal 7 ayat (1). Fenomena sejarah pembentukan undang-undang ini, pada tahap selanjutnya, menjadikan batas usia 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki dan 16 (enam belas) tahun bagi perempuan, sebagai standar minimal bagi setiap calon pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan. Ketentuan ini berlaku dari dulu pada tahun 1975 hingga sekarang, artinya selama 44 tahun. Namun dalam faktanya, pada tahun 2019 ini telah dilakukan revisi atas perintah Putusan MK yaitu, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diharapkan dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian juga menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Dengan ditegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah menampung unsur-unsur danketentuan-ketentuan hukum agamanya dan kepercayaannya dari yang bersangkutan. Dalam Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 juga menentukan asas-asas atau prinsip-prinsip mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan dan telah disesuaikan dengan perkembangan zaman.
Dalam Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa, “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Bahwa tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu, sesuai dengan UUD 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu, termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaanya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain. Pasal 2 ayat 2 Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini diatur oleh Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Mengenai ketentuan batas usia minimal perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut.

Rumusan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Pasal 6 ayat:
(1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
(2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin orang tua.
(3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) Pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
(4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
(5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebutdalam ayat (2), (3) dan 4 Pasal ini, atau salah seorang atau lebihdiantara mereka  tidak  menyatakan pendapatnya,  maka  Pengadilandalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkanperkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izinsetelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2),(3), dan (4) Pasal ini.
(6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlakusepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu


dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Rumusan Pasal 7 ayat
1. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19(Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

2. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal ini dapat memintadispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

3. Ketentuan-ketentuan  mengenai  keadaan  salah  seorang  atau  kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) Pasalini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).
Ketentuan batas usia minimal perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada tabel diatas, merupakan syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika hendak melangsungkan perkawinan. Dapat dijelaskan bahwa perkawinan mempunyai maksud agar suami dan istri dapat membentuk keluarga yang kekal, bahagia, dan sesuai pula dengan hak asasi manusia. Maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dalam tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.

RumusanPasal 6 ayat (1) menunjukkan bahwa telah menyesuaikan dengan hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia yang diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya didalam kehidupan masyarakat.

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak berarti mengurangi syarat-syarat perkawinan menurut ketentuan hukum yang sekarang berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Ketentuan batas usia minimal perkawinan yang pertama dapat dipahami secara jelas dalam Pasal 6 ayat (2) yang berbunyi: “Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin orang tua”. Dengan demikian sebaliknya dapat dipahami bahwa seorang yang sudah mencapai 21 tahun tidak harus mendapatkan izin orang tua.
Bila ditinjau berdasarkan kalimatnya, hal ini menunjukkan bahwa rumusan Pasal 6 ayat (2) merupakan kalimat aktif. Kalimat aktif adalah kalimat yang subjek atau pelakunya (aktor) melakukan suatu pekerjaan. Kalimat aktif memiliki ciri-ciri predikat berawalan me-/ber-, awalan ini adalah imbuhan yang produktif.

Hal ini dapat dilihat terdapat pada kata (me-langsungkan). Berbeda dengan ketentuan batas usia minimal perkawinan yang kedua, Pasal 7 ayat (1)yang berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”. Bahwa rumusannya menunjukkan sebagai kalimat pasif. Dalam kalimat pasif subjek tidak berperan sebagai pelaku tetapi berperan sebagai sasaran perbuatan yang dinyatakan predikat, bentuk kalimat pasif diawali dengan  demikian hal ini dapat dilihat dari kata (di-izinkan).
Perumusan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dimaksudkan untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan, perlu ditetapkan batas-batas umur untuk perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut prinsip, bahwa calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan diantara calon suami istri yang masih dibawah umur. Disamping itu perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyatalah bahwa perkawinan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi. Berhubung dengan itu, maka undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria 19 tahun maupun 16 tahun bagi wanita.

 Adapun ketentuan mengenai pencegahan perkawinan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “Perkawinan dapat dicegah, apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”. Pencegahan perkawinan bertujuan untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan.
Pada prakteknya pegawai pencatat perkawinan akan meneliti izin tertulis atau izin pengadilan sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5)Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun.Berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pejabat yang ditunjuk berkewajiban mencegah perkawinan apabila ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) tidak dipenuhi. Kemudian Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, mengatur pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan Pasal 7 ayat (1), meskipun tidak ada pencegahan perkawinan.
Berkaitan dengan hal di atas, usia perkawinan tidak serta merta dihubungkan dengan soal usia kedewasaan. Usia dalam perkawinan memang bisa menjadi salah satu penentu kedewasaan seseorang. Namun tidak selalu menjadi ukuran yang tepat, karena kedewasaan sendiri merupakan suatu keadaan dimana seseorang telah mencapai tingkat kematangan dalam berfikir dan bertindak. Sedangkan tingkat kematangan itu hadir pada masing-masing orang secara berbeda-beda, bahkan ada pendapat yang mengatakan bahwa mungkin saja sampai dengan akhir hayatnyamanusia tidak pernah mengalami kedewasaan, karena kedewasaan tidak selalu berbanding lurus dengan usia.

Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan, untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas undang-undang ini, maka dengan berlakunya undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku”. Kaitannya dengan hal ini, batas usia minimal perkawinan menurut KUHPerdata ialah bagi laki-laki harus berumur sekurang-kurangnya 18 tahun, sedangkan bagi perempuan 15 tahun. Pasal 330 KUHPerdata menyatakan bahwa “dalam paham perkawinan tidaklah termasuk perkawinan anak-anak”.
Berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, karena Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 telah mengaturnya, maka ketentuan perbedaan batas usia minimal perkawinan dalam KUHPerdata di atas sudah tidak berlaku lagi. Namun, ketentuan dalam hal perkawinan anak-anak tidak ditemukan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Jadi ketentuan dalam Pasal 330 KUHPerdata tersebut masih berlaku.
C. Perbedaan batas usia minimal perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam

Setelah berlaku UU No. 1 Tahun 1974, kemudian disusul ketentuan hukum lainnya,yaitu , Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 pada tanggal 10 Juni 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam Indonesiakeseluruh Ketua Pengadilan Agama dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama. Dengan diterbitkannya Inpres Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, maka telah memberi warna baru dalam pemikiran hukum Islam di Indonesia. Salah satu tujuan dari Inpres ini adalah untuk mengatasi keberagaman keputusan peradilan Agama di Indonesia yang pada waktu itu berpedoman pada kitab-kitab fiqih klasik serta memberikan nuansa baru dalam pemikiran hukum di Indonesia yang sebelumnya belum dibicarakan atau belum ada penegasan secara eksplisit.

Menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam mempersyaratkan bahwa rukun perkawinan itu terdiri dari, calon suami, calon isteri, wali, dua orang saksi, ijab dan qabul. Pernikahan mempunyai ketentuan-ketentuan yang meliputi syarat dan rukun. Terkait dengan keharusan adanya kedua mempelai yang merupakan salah satu rukun pernikahan. Perbedaan batas usia minimal perkawinan, terdapat dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang lebih memberikan penegasan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.

Pernikahan mempunyai ketentuan-ketentuan yang meliputi syarat dan rukun. Terkait dengan keharusan adanya kedua mempelai yang merupakan salah satu rukun pernikahan, dalam hukum agama memang tidak dengan tegas menyebutkan syarat dan batasan usia kapan seseorang laki-laki dan perempuan boleh melakukan pernikahan. Hanya saja, para ulama menyepakati, bahwa yang mutlakterpenuhi adanya sifat baligh dan aqil pada kedua mempelai. Sebab seseorang yang telah baligh dan aqil berarti telah menjadi dibebani tanggungan-tanggungan syariat seperti muamalah dan transaksi, ini memasukkan juga hal-hal berkaitan dengan pernikahan.

Ketentuan batas usia nikah didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Yang ditekankan adalah bahwa calon suami dan istri harus telah masak jiwa raganya, agar tujuan perkawinan dapat diwujudkan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.

Peraturan yang ada, dimana seseorang tetap boleh menikah pada usia di bawah batas minimum. Meskipun batasan usia persyaratan perkawinan telah diatur, namun pada tingkat praktik penerapannya bersifat fleksibel. Artinya, jika secara kasuistik memang sangat mendesak atau dalam keadaan darurat, maka kedua calon mempelai harus segera dikawinkan. Hal ini sebagai perwujudan hukum yang progresif untuk menghindari kemungkinan timbulnya madharat yang lebih besar lagi. Fleksibilitas dalam perizinan menikah di bawah batasan usia tersebut dinamakan dispensasi kawin. Melalui sidang ijtima tahun 2009, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan beberapa ketentuan hukum, yaitu:
1. Pada dasarnya, Islam tidak memberikan batasan usia minimal pernikahan secara definitif. Usia kelayakan pernikahan adalah usia kecakapan berbuat dan menerima hak.

2. Pernikahan usia dini hukumnya sah sepanjang telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika mengakibatkan mudharat. Kedewasaan usia merupakan salah satu indikator bagi tercapainya tujuan pernikahan, yaitu kemaslahatan hidup berumah tangga dan bermasyarakat serta jaminan keamanan bagi kehamilan.
3. Guna merealisaikan kemaslahatan, ketentuan perkawinan dikembalikan pada standardisasi usia sebagaimana ditetapkan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 sebagai pedoman.
D. Perbedaan batas usia minimal perkawinan dalam perspektif Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam konsiderannya mengingat Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945, yang berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Kemudian dalam penjelasannya, bahwa Pasal ini merupakan ketentuan mengenai hak-hak warga negara. Hukum dasar tertulis bagi penyelenggaraan tata negara di Indonesia adalah Undang-undang Dasar 1945, yang terdiri dari pembukaan danbatang tubuh. Menurut Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hal ini lebih menegaskan secara implementatif dari pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan di satu sisi, di sisi lain perlakuan yang sama dalam hukum. 
Persamaan dalam hukum memiliki makna bahwa dalam pengaturan hukum secara substantif tidak boleh ada diskriminasi, atau membuka peluang untuk terciptanya diskriminasi. Perlakuan yang sama dalam hukum juga memiliki arti bahwa dalam berlangsungnya hukum, berjalanya hukum, berfungsinya hukum, dan penegakan hukum maka tidak juga diijinkan adanya diskriminasi. UUD 1945 merupakan konstitusi yang menentukan Indonesia sebagai negara berdasarkan hukum.

 Dicantumkannya negara berdasar atas hukum agar kehidupan bernegara bisa mencapai kualitas yang substantif pada bidang hukum. Substansi hukum dikatakan baik apabila didalamnya mengandung kepastian hukum dan tidak diskriminatif, mengandung kemanfaatan dan bisa dilaksanakan.

Menurut Hernadi Affandi, kontekstualitas makna bersamaan kedudukan didalam hukum dan pemerintahan, dalam tataran teoritik maupun praktek sering terjadi perbedaan pandangan rumusan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Perbedaan pandangan mengenai makna Pasal 27 ayat (1) sama atau tidak dengan prinsip persamaan kedudukan didepan hukum (PKDH) yaitu equlity before the law atauequality under the law seperti halnya di negara-negara lain. Berkaitan dengan prinsip PKDH dalam UUD 1945, tidak diatur secara eksplisit. Adapun, bahwa Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 ditafsirkan mengandung prinsip PKDH, atas dasar bersamaan kedudukan didepan hukum dan pemerintahan itu. Pasal 27 ayat (1) merupkan rumusan final para pembentuk UUD 1945. 

Fokus subjek pengaturan pada Pasal 27 ayat (1) adalah segala warga negara, secara leksikal mempunyai banyak arti yaitu,

1. Semua sekalian (tidak ada kecualinya).

2. Seluruh, segenap.
3. Sama sekali, serba.
4. Para (untuk menyatakan banyak).
5. Terlalu, benar-benar

Berdasarkan beberapa arti kata segala tersebut, kata segala dalam rumusan Pasal 27 ayat (1) lebih dekat kepada pengertian semua, seluruh, atau segenap. Kata segala digunakan dalam merujuk kepada keseluruhan bukan pada bagian-bagian. Dengan demikian, secara teknis segala warga negara artinya adalah semua, seluruh, atau segenap warga negara. Dalam hal ini, frasa warga negara merujuk kepada keseluruhan warga negara bukan pada individu warga negara.32 Sementara itu secara leksikal, kata bersamaan artinya bersama-sama (dengan) atau berbarengan (dengan). Dengan demikian, dapat diartikan bahwa penekanan kata bersamaan tersebut bukan dalam rangka mempersamakan kedudukan segala warga negara di dalam hukum dan pemerintahan tetapi menempatkan segalawarga negara tersebut bersama-sama di dalam hukum dan pemerintahan. Bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dalam Pasal 27 ayat (1) diartikan dalam konteks perlindungan yang diberikan oleh hukum dan pemerintahan. Perlindungan yang dilakukan tersebut dalam bentuk tidak adanya pembedaan atau pemisahan warga negara kedalam kelas-kelas yang dilakukan oleh hukum dan pemerintahan.

Sejarah menunjukkan bahwa pada masa penjajahan belanda, warga negara hindia belanda digolongkan kedalam beberapa golongan rakyat berdasarkan perbedaan kebudayaan asal. Adapun golongan rakyat itu terdiri dari golongan rakyat Indonesia asli, golongan rakyat timur asing, golongan rakyat eropa. Perbedaan hukum yang berlaku untuk masing-masing golongan itu terutama di bidang hukum privat dapat di kelompokkan ke dalam tiga golongan. Yaitu, golongan hukum adat, golongan hukum Eropa (barat), golongan hukum timur asing.
Rumusan Pasal 27 ayat (1) dapat disimpulkan lebih ditekankan kepada kedudukan warga negara di depan hukum dan pemerintahan dalam suatu negara yang berasaskan kekeluargaan dan bukan dalam negara yang berasaskan individualisme. Warga negara bersamaan kedudukan di depan hukum dan pemerintahan artinya bersama-sama di depan hukum dan pemerintahan sebagai suatu keluarga dan tidak terpisah atau terpencar-pencar secara sendiri-sendiri sehingga tidak ada kelas-kelas diantara warga negara. Ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai perbedaan batas usia minimalperkawinan, secara substansi hukum dapat dinyatakan relevan, karena di dalamnya mengandung kepastian hukum dan tidak diskriminatif, mengandung kemanfaatan dan sesuai secara proporsionalitas menurut Pasal 27 ayat (1) yang secara implementatif dijelaskan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-undang Dasar 1945.
E. Kerangka Pikir








F. Definisi Oprasional

Definisi operasional digunakan untuk memberikan penjelasan secara konsisten mengenai definisi atau batasan yang digunakan, sekaligus penulis juga ingin menegaskan konsep dalam penelitian ini. Agar mempermudah pembaca memahami konsep yang digunakan dalam uraian penelitian ini.
1. Yang dimaksud dengan analisis dalam penelitian ini adalah suatu proses telaah terhadap permasalahan yang ada. Dalam hal ini analisis dilakukan secara hukum.
2. Batas usia minimal perkawinan

Pada penelitian ini, batas usia minimal perkawinan yang dimaksud adalah ketentuan peraturan perundang-undangan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu usia 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.
3. Putusan

Yang dimaksud putusan dalam penelitian ini adalah keputusan pengadilan terhadap suatu perkara yang telah dilakukan pemeriksaan. Dalam hal ini Putusan Mahkamah Konstitusi.
4. Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga kekuasaan kehakiman yang memiliki kewenangan, salah satunya menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar 1945.
BAB III

METODELOGI PENELITIAN
A. Jenis Penelitian Hukum

Metode penelitian adalah suatu cara dalam melakukan sebuah penelitian. Penelitian ini akan disusun menggunakan metode penelitian yang termasuk ke dalam jenis penelitian normatif. Penelitian menggunakan pendekatan kasus case aprroach.

Penelitian pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi, dan telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang menjadi kajian pokok pendekatan kasus di dalam penelitian hukum adalah ratio decidendi atau reasoning, yaitu pertimbangan-pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan.

B. Objek Penelitian Hukum

Yang menjadi objek penelitian hukum ini adalah” kajian hukum batas usia minimal perkawinan (pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22/PUU-XV/2017)
C. Jenis dan Sumber Data Hukum

Jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang disebut juga data teoritis dan bersifat tidak langsung di peroleh melalui penelitian kepustakaan (library research), referensi-referensi teoritis, jurnal, artikel, peraturan perundang-undangan, dan doktrin-doktrin  dari berbagai pakar.  
D. Teknik Analisa Data Hukum

Data yang dikumpulkan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Dengan memecahkan masalah berdasarkan teori-teori dan menelaah yang berkaitan dengan objek penelitian, data tersebut meliputi:

a. Data tentang pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22/PUU-XV/2017.

b. Data tentang ketentuan dan perbedaan batas usia minimal perkawinan menurut peraturan perundang-undangan.

c. Data tentang referensi serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai, dan norma yang berkembang mengenai usia minimal untuk boleh melangsungkan perkawinan.
Dalam penelitian ini sumber data dibagi menjadi sumber data primer dan sumber data sekunder.
a. Sumber data primer
Sumber data primer adalah data pokok atau utama dalam penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, yang memiliki kekuatan hukum mengikat.10 Data primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dokumen-dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim yang berkaitan dengan materi penelitian, yaitu :
1) Dokumen Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22/PUU-XV/2017 Tentang Batas Usia Minimal Perkawinan.

2) Dokumen Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
3) Dokumen Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI).
4) Dokumen Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945. b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang digunakan dalam penelitian untuk mendukung data primer. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder berupa buku ilmiah, segala bentuk referensi baik jurnal ilmiah, artikel ilmiah maupun karya tulis ilmiah lainnya yang relevan dan kredibel untuk menunjang kelengkapan data dalam penelitian ini.

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif normatif. Metode analisis deskriptif normatif untuk menggambarkan dengan pola pikir deduktif. Dalam hal ini penulis akan mendeskripsikan data dari dokumen Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22/PUU-XV/2017 tentang batas usia minimal perkawinan. Kemudian data tersebut dianalisis menggunakan pola pikir deduktif untuk sampai pada suatu kesimpulan penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN HUKUM
A. DESKRIPSI PUTUSAN MK NOMOR: 22/PUU-XV/2017 TENTANGBATAS USIA MINIMAL PERKAWINAN
1. Duduk Perkara

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22/PUU-XV/2017, para pemohon mengajukan permohonan pada tanggal 20 April 2017. Pemohon I adalah individu warga negara Indonesia, seorang perempuan, dinikahkan pada saat berusia 14 tahun. Dinikahkan oleh orang tuanya dengan pria duda beranak satu yang telah berusia 37 tahun. Pada saat dinikahkan pemohon masih dalam kondisi anak dengan pendidikan kelas 2 SMP, terpaksa harus berhenti sekolah dan tidak memiliki kuasa untuk menolak ketika akan dinikahkan, sedangkan saudara laki-laki pemohon dapat melanjutkan sekolah. Satu-satunya alasan pemohon dinikahkan adalah karena keadaan keluarga yang masih miskin serba kekurangan. Pernikahan anak meskipun harus putus sekolah dianggap dapat menyelesaikan masalah kondisi kemiskinan keluarga. Akibat perkawinan anak yang dihadapi tertutup kesempatan untuk menyelesaikan wajib belajar 12 tahun.
Pemohon II adalah individu warga negara Indonesia, sehari-hari sebagai ibu rumah tangga, tidak tamat sekolah dasar (SD). Dinikahkan oleh ayahnya pada usia 14 tahun dengan seorang lelaki yang pada saat itu berusia 33 tahun. Dinikahkan karena keluarga pemohon berada dalam kondisi ekonomi yang sulit. Ayah pemohon menikahkan pemhon, karena memiliki urusan hutang piutang dengan calon suami. Pemohon menikah bukanlah atas kehendak sendiri, terpaksa menyetujui karena dipaksa oleh ayah. Pemohon III adalah individu warga negara Indonesia, saat berusia anak yaitu 13 tahun telah dinikahkan oleh orang tua pemo-hon kepada seorang laki-laki yang berusia 25 tahun. Menikah setelah tamat SD kelas 6, pernikahan dilakukan atas permintaan orang tua karena situasi ekonomi.1 Pokok perkara pasal yang diuji adalah ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, rumusan, “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”. Terhadap dasar konstitusional yang digunakan adalah ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, materi, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

 Para pemohon mengajukan permohonan pengujian dengan alasan-alasan, ketentuan Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa “16 (enam belas) tahun” Undang-undang Perkawinan telah melanggar prinsip “Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum”, sehingga bertentangan Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945. Ketentuan tersebut menimbulkan perbedaan kedudukan hukum dan dikriminasi terhadap anak perempuan dalam hak kesehatan, hak pendidikan, dalam resiko eksploitasi anak.
Para pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutus hal-hal sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian undang-undang yang diajukan oleh para pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan,  sepanjang  frasa  “umur  16  (enam  belas)  tahun”,  bertentangandengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dibaca “umur 19 (sembilan belas) tahun”.

2. Pertimbangan hukum
Majelis hakim dalam mempertimbangkan kedudukan hukum para pemohon, berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Mahkamah Konstitusi. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengujian Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar 1945 yaitu:
1. Ada hak dan atau kewenangan konstitusional dalam Undang-Undang Dasar 1945.

2. Hak dan atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujiannya.
3. Kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional harus bersifat khusus dan aktual

4. Ada hubungan kausalitas antara hak dan atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujiannya.
5. Ada kemungkinan dengan dikabulkannya permohonan kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional tidak akan terjadi lagi.

Dalam mempertimbangkan duduk perkara, bahwa pemohon I dinikahkan oleh orang tuanya pada saat berusia 14 tahun, dengan seorang laki-laki duda yang berusia 37 tahun. Alasan pernikahan tersebut karena keadaan ekonomi keluarga. Pernikahan ini menimbulkan beberapa dampak bagi pemohon yaitu, harus putussekolah dengan pendidikan terakhir kelas 2 SMP. Akibat dari pendidikan yang tidak diselesaikan, maka pemohon tidak dapat mencari pekerjaan yang layak. Akibat pernikahan yang terjadi pada saat pemohon masih dalam kategori anak, menyebabkan pemohon menderita infeksi atau iritasi pada organ reproduksi.
Pemohon II dinikahkan ayahnya pada saat berusia 14 tahun, dengan seorang laki-laki yang berusia 33 tahun. Alasan pernikahan tersebut karena keadaan ekonomi keluarga. Akibat dari pernikahannya tersebut, pemohon tidak menyelesaikan pendidikan dasarnya dan mengalami beberapa kali keguguran.
Pemohon III dinikahkan oleh orang tuanya pada saat berusia 13 tahun, dengan seorang laki-laki yang berusia 25 tahun. Alasan pernikahan tersebut karena keadaan ekonomi keluarga. Pemohon melahirkan anak pertamanya diusia 14 tahun. Sepanjang hidupnya pemohon telah melakukan pernikahan sebanyak 4 kali, 2 diantaranya dilakukan pada saat pemohon masih dalam usia anak dan pernikahan ini dilakukan karena alasan ekonomi. Berdasarkan pertimbangannya, menurut Majelis Hakim para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan.5 Majelis Hakim mempertimbangkan pokok permohonan berdasarkan Pasal 54 UU MK dan merujuk Putusan MK Nomor: 30-74/PUU-XII/2014, yang menyatakan penentuan batas usia minimal perkawinan sebagai kebijakan hukum. Bahwa suatu kebijakan hukum (legal policy) tidak dapat diuji konstitusionalitasnya kecuali produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan menimbulkan ketidakadilan yangintorelable, bertentangan dengan hak politik, kedaulatan rakyat, serta sepanjang kebijakan tersebut tidak melampaui kewenangan pembentuk undang-undang dan tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945. Jika terdapat salah satu dari alasan-alasan itulah Mahkamah dapat menguji konstitusionalitas suatu legal policy.
Berdasarkan pertimbangannya menurut majelis hakim, bahwa sekalipun penentuan batas usia minimal perkawinan merupakan kebijakan hukum (legal policy), namun kebijakan tidak boleh memperlakukan warga negara secara berbeda semata-mata atas dasar perbedaan jenis kelamin atau gender. Bahwa dikarenakan kodratnya, dalam batas-batas tertentu perlakuan terhadap laki-laki dan perempuan menuntut perbedaan sehingga dalam konteks demikian perbedaan tersebut bukanlah diskriminasi, dan tidak pula dapat dikatakan melanggar moralitas, rasionalitas, dan menimbulkan ketidakadilan yang intorelable. Namun tatkala perbedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan berdampak atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau konstitusional warga negara, baik hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka perbedaan demikian jelas merupakan diskriminasi.

Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Perkawinan dikatakan diskriminatif sebab dengan perbedaan batas usia minimum perkawinan menyebabkan perempuan menjadi diperlakukan berbeda dengan laki-laki dalam pemenuhan hak-hak konstitusionalnya. Hak-hakdimaksud antara lain hak perempuan untuk tumbuh dan berkembang sebagai anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena usia 16 (enam belas) tahun menurut Undang-undang Perlindungan Anak masih tergolong pengertian anak, jika telah kawin berubah status menjadi dewasa. Hak perempuan dalam Pasal 28B ayat 2 Undang-undang Dasar 1945, mendapat perlakuan berbeda dari laki-laki dimana laki-laki akan menikmati hak itu dalam rentang waktu yang lebih panjang dibandingkan dengan perempuan, hak untuk mendapatkan kesempatan memperoleh pendidikan yang setara dengan laki-laki juga potensial terhalang karena dimungkinkannya seorang perempuan untuk kawin pada usia 16 tahun akan cenderung lebih terbatas aksesnya terhadap pendidikan dibandingkan dengan laki-laki, bahkan untuk sekadar memenuhi pendidikan dasar, padahal hak atas pendidikan adalah hak konstitusional setiap warga negara menurut Pasal 28C ayat 1 Undang-undang Dasar 1945 yang seharusnya dapat dinikmati secara setara dengan laki-laki. Bahkan, dalam kaitan ini, seorang perempuan yang tidak memenuhi pendidikan dasarnya akan potensial dinilai melanggar kewajiban konstitusional sebab menurut Pasal 31 ayat 2 Undang-undang Dasar 1945 setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar.

Artinya, jika batas usia minimum perkawinan 16 tahun untuk perempuan dipertahankan, hal demikian tidak sejalan dengan agenda pemerintah ihwal wajib belajar 12 tahun karena jika seorang perempuan menikah pada usia 16 tahun maka dia akan kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan 12 tahun.

Kebijakan hukum pembentuk undang-undang yang membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam hal batas minimal usia perkawinan dimaksuddahulunya merupakan sebuah kesepakatan nasional. Dalam perkembangan hukum dan konstitusi Indonesia, hal tersebut tak lagi relevan karena terkategori sebagai kebijakan hukum yang diskriminatif. Pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat 1 UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat 2 UUD 1945. 
Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki, maka secara hukum perempuan dapat lebih cepat membentuk keluarga. Hal demikian berbeda dengan batas usia minimal bagi laki-laki yang mengharuskan menunggu lebih lama dibandingkan perempuan. Di samping itu perbedaan batas usia minimal tersebut memberi ruang lebih banyak bagi anak laki-laki untuk menikmati pemenuhan hak-haknya sebagai anak karena batas usia kawin minimal laki-laki yang melampaui usia minimal anak sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perlindungan anak. Sementara bagi perempuan, pembatasan usia minimal yang lebih rendah dibanding usia anak justru potensial menyebabkan anak tidak sepenuhnya dapat menikmati hak-haknya sebagai anak dalam usia anak.

Menurut Majelis Hakim, bahwa tidak serta merta Mahkamah dapat menentukan berapa batas usia minimal perkawinan. Mahkamah hanya menegaskan bahwa kebijakan yang membedakan batas usia minimal perkawinan antara laki-laki dan perempuan adalah kebijakan yang diskriminatif. Penentuanbatas usia perkawinan tetap menjadi ranah kebijakan hukum pembentuk Undang-undang.

Mahkamah menyakini bahwa kebijakan terkait penentuan batas usia minimal perkawinan dapat saja berubah sewaktu-waktu sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan berbagai aspek dalam masyarakat. Pada saat Mahkamah menentukan batas usia tertentu sebagaimana dimohonkan oleh para pemohon, hal demikian tentunya akan dapat menghambat pembentuk undang-undang dalam melakukan perubahan ketika ia harus melakukan penyesuaian terhadap perkembangan masyarakat. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa meskipun penentuan batas usia minimal perkawinan merupakan kebijakan hukum pembentuk undang-undang.
Namun, pembentuk undang-undang secara cermat harus memastikan bahwa kebijakan demikian tidak menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap perlindungan hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia. Ketidakpastian hukum mana akan muncul karena adanya perbedaan dalam menentukan batas usia anak. Pembentuk undang-undang dituntut untuk konsisten dalam menentukan pilihan kebijakan hukumnya terkait usia anak dimaksud. Berdasarkan pertimbangannya Majelis Hakim berpendapat, bahwa terdapat perbedaan dan ketidaksinkronan undang-undang yang mengatur tentang batas usia anak. Ketidaksinkronan terlihat nyata dengan Undang-undang Perlindungan Anak. 

Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Perlindungan Anak. Batas usia kawin bagi perempuan dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yaitu 16 (enam  belas)  tahun  terkategori  sebagai  anakmenurut  Pasal  1  angka  1  Undang-undangPerlindungan Anak. Oleh karenanya perkawinan yang dilakukan dibawah usia yang ditentukan dalam Undang-undang Perlindungan Anak adalah perkawinan anak.
2 . Amar Putusan

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum Majelis Hakim menyimpulkan, berwenang mengadili permohonan. Para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan. Pokok permohonan para pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.13 Amar putusan Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22/PUU-XV/2017 adalah sebagai berikut:14

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian.

2. Menyatakan Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa “usia 16 (enam belas) tahun”Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Menyatakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perubahan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini.
4. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019), khususnya berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan.
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

6. Menolak permohonan para pemohonan untuk selain dan selebihnya.
B. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan MK Nomor: 22/PUU-XV/2017
Majelis Hakim berpendapat bahwa para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan. Pendapat tersebut atas dasar pertimbangan bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah, ada hak dan atau kewenangan konstitusional dalam Undang-undang Dasar 1945. Hak dan atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujiannya. Kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional harus bersifat khusus dan aktual. Ada hubungan kausalitas antara hak dan atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujiannya. Ada kemungkinan dengan dikabulkannya permohonan kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional tidak akan terjadi lagi.

Dalam pertimbangannya, pemohon I dinikahkan oleh orang tuanya pada saat berusia 14 tahun. Pernikahan ini menimbulkan beberapa dampak bagi pemohon yaitu, harus putus sekolah dengan pendidikan terakhir kelas 2 SMP, tidak dapat mencari pekerjaan yang layak, pemohon menderita infeksi atau iritasi pada organ reproduksi. Pemohon II dinikahkan ayahnya pada saat berusia 14 tahun. Akibat dari pernikahannya tersebut, pemohon tidak menyelesaikan pendidikan dasarnya dan mengalami beberapa kali keguguran. Pemohon III dinikahkan oleh orang tuanya pada saat berusia 13 tahun. Alasan pernikahan tersebut karena keadaan ekonomi keluarga.
Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa sekalipun penentuan batas usia minimal perkawinan merupakan kebijakan hukum, namun kebijakan tidak boleh memperlakukan warga negara secara berbeda semata-mata atas dasar perbedaan jenis kelamin atau gender. Bahwa dikarenakan kodratnya, dalam batas-batas tertentu perlakuan terhadap laki-laki dan perempuan menuntut perbedaan sehingga dalam konteks demikian perbedaan tersebut bukanlah diskriminasi, dan tidak pula dapat dikatakan melanggar moralitas, rasionalitas, dan menimbulkan ketidakadilan yang intorelable. Namun tatkala perbedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan berdampak atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau konstitusional warga negara, baik hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, menurut Majelis Hakim perbedaan demikian jelas merupakan diskriminasi. Pasal 7 ayat (1) UUP dikatakan diskriminatif sebab dengan perbedaan batas usia minimum perkawinan menyebabkan perempuan menjadi diperlakukan berbeda dengan laki-laki dalam pemenuhan hak-hak konstitusionalnya. Hak-hak dimaksud antara lain:
1. Hak perempuan untuk tumbuh dan berkembang sebagai anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena usia 16 (enam belas) tahun menurut UU Perlindungan Anak masih tergolong pengertian anak, jika telah kawin berubah status menjadi dewasa.

2. Hak perempuan dalam Pasal 28B ayat 2 Undang-undang Dasar 1945, mendapat perlakuan berbeda dari laki-laki dimana laki-laki akan menikmati hak itu dalam rentang waktu yang lebih panjang dibandingkan dengan perempuan.
3. Hak untuk mendapatkan kesempatan memperoleh pendidikan yang setara dengan laki-laki juga potensial terhalang karena dimungkinkannya seorang perempuan untuk kawin pada usia 16 tahun akan cenderung lebih terbatas aksesnya terhadap pendidikan dibandingkan dengan laki-laki, bahkan untuk sekadar memenuhi pendidikan dasar, padahal hak atas pendidikan adalah hak konstitusional setiap warga negara menurut Pasal 28C ayat 1 Undang-undang Dasar 1945 yang seharusnya dapat dinikmati secara setara dengan laki-laki.
4. Bahkan, dalam kaitan ini, seorang perempuan yang tidak memenuhi pendidikan dasarnya akan potensial dinilai melanggar kewajiban konstitusional sebab menurut Pasal 31 ayat 2 UUD 1945 setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar. Artinya, jika batas usia minimum perkawinan 16 tahun untuk perempuan dipertahankan, hal demikian tidak sejalan dengan agenda pemerintah ihwal wajib belajar 12 tahun karena jika seorang perempuan menikah pada usia 16 tahun maka dia akan kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan 12 tahun.

Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa terdapat perbedaan dan ketidaksinkronan undang-undang yang mengatur tentang batas usia anak. Ketidaksinkronan terlihat nyata dengan Undang-undang  Perlindungan Anak. Pasal 7 ayat (1) Undang-undang  Nomor 1 Tahun 1974 dengan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Perlindungan Anak. Batas usia kawin bagi perempuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu 16 (enam belas) tahun terkategori sebagai anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Perlindungan Anak. perkawinan yang dilakukan dibawah usia yang ditentukan dalam Undang-ndang Perlindungan Anak adalah perkawinan anak, yang merupakan bentukpelanggaran yang dapat menimbulkan kemudharatan. Berdasarkan seluruh pertimbangannya menurut Majelis Hakim, ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menimbulkan diskriminasi atas dasar jenis kelamin atau gender, yang berdampak terhadap tidak terpenuhinya hak anak perempuan sebagai bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang-undang Dasar 1945 adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.
C. Analisis terhadap pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan MK Nomor: 22/PUU-XV/2017 menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945
Berdasarkan uraian sebelumnya mengenai pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim. Dalam pembahasan ini pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut akan dianalisis. Menurut UU No. 1 Tahun 1974, KHI, dan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 sebagaimana yang telah diuraikan dalam bab 2. Menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum agama dan kepercayaan termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agama dan kepercayaan, sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain. Ketentuan batas usia minimal perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 merupakan syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika hendak melangsungkan perkawinan, yaitu:

1. Bahwa perkawinan mempunyai maksud agar suami istri dapat membentuk keluarga yang kekal, bahagia, dan sesuai pula dengan hak asasi manusia. Dalam melangsungkan perkawinan tidak boleh ada unsur paksaan, baik secara fisik maupun psikis calon suami dan calon istri. Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, mempersyaratkan bahwa “Perkawinan harus di dasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”.

2. Ketentuan batas usia minimal perkawinan yang pertama dapat dipahami secara jelas dalam Pasal 6 ayat (2) yang berbunyi, “Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin orang tua”. Hal ini menunjukkan bahwa rumusan Pasal 6 ayat (2) merupakan kalimat aktif.

3. Ketentuan batas usia minimal perkawinan yang kedua yaitu, Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi, “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”. Bahwa rumusan Pasal 7 ayat (1) menunjukkan sebagai kalimat pasif. Perumusan Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 dimaksudkan untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan, perlu ditetapkan batas-batas umur untuk perkawinan.

Pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan tidak relevan. Duduk perkara dalam Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 bahwa para pemohon dinikahkan oleh orang tuanya saat berusia 14-13 tahun. Perkawinan tersebutmenimbulkan dampak bagi pemohon yaitu, harus putus sekolah menderita infeksi atau iritasi pada organ reproduksi, mengalami keguguran. Alasan pernikahan tersebut karena keadaan ekonomi keluarga. Syarat-syarat yang diharus dipenuhi dalam pengujian undang-undang tidak sesuai, karena:
1. Benar bahwa ada hak dan atau kewenangan konstitusional dalam UUD 1945. Namun, hak dan atau kewenangan konstitusional tersebut tidak dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujiannya.

2. Bahwa tidak terdapat hubungan kausalitas antara hak dan atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujiannya. Sebenarnya yang terjadi adalah penyimpangan terhadap batas usia minimal yaitu 16 tahun untuk wanita yang diatur oleh Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974. Sangat mungkin perkawinan yang dilangsungkan para pemohon berdasarkan atas izin dispensasi Pengadilan.
3. Tidak hanya penyimpangan terhadap Pasal 7 ayat (1) bahwa perkawinan juga melanggar asas persetujuan calon mempelai yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974.

Sejarah lahirnnya UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak lepas dari dinamika yang muncul di lingkungan pemerintah, lembaga legislatif, dan juga masyarakat. Gejolak turut mewarnai penetapan batas usia minimal perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) menjadikan batas usia 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki dan 16 (enam belas) tahun bagi perempuan. Berlakunya diharapkan dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945. Menampung unsur dan ketentuan hukum agama dan kepercayaan, juga menentukan asas atau prinsip mengenai sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan zaman. Berkaitan dengan hal usia, tidak serta merta dapat dihubungkan dengan soal usia kedewasaan. Usia dalam perkawinan memang bisa menjadi salah satupenentu kedewasaan seseorang. Namun tidak selalu menjadi ukuran yang tepat, karena kedewasaan sendiri merupakan suatu keadaan dimana seseorang telah mencapai tingkat kematangan dalam berfikir dan bertindak. Sedangkan tingkat kematangan itu hadir pada masing-masing orang secara berbeda-beda. Bahwa dalam paham perkawinan tidaklah termasuk perkawinan anak-anak.

Menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa rukun perkawinan itu calon suami istri, wali, dua orang saksi, ijab dan qabul. Perkawinan mempunyai ketentuan yang meliputi syarat dan rukun. Terkait dengan keharusan adanya batas usia minimal perkawinan bagi kedua mempelai yang merupakan salah satu rukun pernikahan. Perbedaan batas usia minimal perkawinan, terdapat dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1) KHI, yang lebih memberikan penjelasan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur 19 tahun dan calon istri umur 16 tahun. Dalam hukum Islam memang tidak menyebutkan syarat usia kapan seseorang laki-laki dan perempuan boleh melakukan perkawinan. Para ulama menyepakati, bahwa yang mutlak terpenuhi adanya sifat baligh dan aqil pada kedua mempelai. Sebab seseorang yang telah baligh dan aqil berarti telah dibebani tanggungan syariat seperti muamalah dan hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan. Secara kasuistik dalam keadaan darurat kedua calon mempelai harus segera dikawinkan, sebagai perwujudan hukum yang progresif untuk menghindari kemungkinan timbulnya madharat yang lebih besar lagi. Kalangan ahli hukum mazhab Shafi’i memperbolehkan perkawinan anak laki-laki di bawah umurapabila memenuhi unsur kemaslahatan yaitu di dasari kepentingan yang terbaik bagi anak, apabila tidak ditemukan indikasi kemaslahatan perkawinan di bawah umur hukumnya dilarang atau haram.
Adapun perkawinan anak perempuan di bawah umur diperbolehkan apabila memenuhi persyaratan. Tidak terdapat permusuhan antara anak perempuan dengan calon suaminya. Tidak terdapat permusuhan antara anak perempuan dengan wali yang memiliki hak paksa. Calon suami mampu memberi mas kawin yang pantas, ada kesetaraan sosial dengan anak perempuan. Mayoritas ahli hukum Islam memperbolehkan perkawinan di bawah umur, tetapi tidak diperbolehkan melakukan hubungan intim (hubungan kelamin). Jika melakukan hubungan badan dan berakibat bahaya bagi istri baik secara fisik maupun psikis, maka hal itu terlarang atau haram. Pasal 15 ayat (1) KHI tentang perbedaan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan mengandung subtansi yakni:

1. Kemaslahatan (parenting) mental, spiritual, finansial, fisikal, keseimbangan sosial serta tanggung jawab perkawinan. Merupakan suatu kemaslahatan, karena telah memenuhi lima syarat, maslahah tidak bertentangan dengan Al-Qur’an, sunnah, qiyas, dan tidak bertentangan dengan maslahah yang lebih urgen.

2. Maslahah berarti mendatangkan kebaikan atau kemanfaatan dan menolak kerusakan. Karena pentingnya lembaga perkawinan maka seseorang yang akan melaksanakan perkawinan harus mempunyai persiapan yang matang dalam segala bidang. Tidak dapat diragukan, kehidupan pada masa sekarang lebih sulit dibanding pada zaman dahulu. Karena itu dalam menentukan anak cukupumur kedewasaannya secara jiwa, bukan dari banyaknya umur dan tanda-tanda fisik.

3. Secara psikologis, perbedaan usia membawa dampak bagi kehidupan rumah tangga. Pria dalam batas umur tertentu masih mampu memproduksi dan sehat untuk melakukan hubungan jasmani. Adapun wanita dalam batas umur tertentu tidak mampu lagi memproduksi sel telur. Di sisi lain, jika wanita lebih muda dari prianya, mereka tetap akan menjaga rasa cintanya dalam kebutuhan keluarga sehingga keharmonisan rumah tangga tetap terjamin.

4. Perbedaan laki-laki dan perempuan bukanlah pensifatan dan pembagian gender. Namun, pembedaan tersebut adalah secara biologis yang melekat, permanen, dan tidak dapat dipertukarkan yang merupakan kodrat yang diberikan Tuhan. Maka dalam konteks jenis kelamin laki-laki dan perempuan secara alamiah mengalami perbedaan.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam konsiderannya mengingat Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Tidak mungkin jika Pasal 7 ayat (1) bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945. Bahwa makna rumusan Pasal 27 ayat (1) lebih menekankan kepada kedudukan warga negara di depan hukum dan pemerintahan dalam suatu negara yang berasaskan kekeluargaan dan bukan dalam negara yang berasaskan individualisme. Warga negara bersamaan kedudukan di depan hukum dan pemerintahan artinya bersama-sama di depan hukum dan pemerintahan sebagai suatu kelurga dan tidak terpisah atau terpencar-pencar secara sendiri-sendiri sehingga tidak ada kelas-kelas diantara warga negara. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 mengenai perbedaan batas usia minimal perkawinan. Bahwa secara substansi hukum dapat dinyatakan relevan, karena mengandung kepastian hukum dan tidak diskriminatif, mengandung kemanfaatan dan sesuai secara proporsionalitas menurut Pasal 27 ayat (1) yang secara implementatif dijelaskan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pasal 7 ayat (1) tidak dapat dikatakan diskriminatif sebab:

1. Perbedaan batas usia minimal perkawinan berdasarkan atas kemaslahatan keluarga yaitu menjaga kesehatan suami, istri, dan anak yang dilahirkan. Ditentukan berdasarkan keadaan biologis yang tidak dapat dipertukarkan karena melekat pada tubuh jenis kelamin laki-laki dan perempuan.

2. Perbedaan batas usia minimal perkawinan lebih maslahat, karena jika melihat perkembangan zaman sekarang kebebasan anak-anak yang luar biasa dan kemajuan perkembangan teknologi akan berpotensi terhadap madharat yang lebih besar yaitu perbuatan zina, maka hasrat biologis harus segera di salurkan melalui perkawinan yang sah.
3. Perbedaan batas usia minimal perkawinan tidak bisa dikatakan menyebabkan perempuan dalam hal ini para pemohon menjadi diperlakukan berbeda dengan laki-laki dalam pemenuhan hak-hak perempuan dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28B ayat (2), Pasal 28C ayat (1) UUD 1945. Bahkan batas usia minimal perkawinan 16 tahun untuk perempuan harus dipertahankan, karena dalam hal perkawinan tidak termasuk paham perkawinan anak. Kemudian jika usia 16tahun di naikkan, akan berpotensi menambah pengajuan permohonan izin dispensasi ke Pengadilan.
Berdasarkan seluruh analisis di atas tentang pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22/PUU-XV/2017. Majelis Hakim yang menyatakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menimbulkan diskriminasi atas dasar jenis kelamin atau gender, berdampak terhadap tidak terpenuhinya hak anak perempuan. Pertimbangan tersebut bertentangan dengan ketentuan mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika hendak melangsungkan perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, menurut KHI, dan perspektif Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dsar 1945.
BAB V

PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Dalam bab penutup ini, dapat disimpulkan bahwa  :

1. Dalam Putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor: 22/PUU-XV/2017, berdasarkan atas pertimbangan, bahwa para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan. Menurut Majelis Hakim ketika perbedaan batas usia minimal perkawinan antara laki-laki dan perempuan mengakibatkan dampak dengan tidak terpenuhinya hak dasar atau konstitusional, maka perbedaan tersebut jelas merupakan diskriminatif. 
2. Menurut analisis yuridis, berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, KHI, dan Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 pertimbangan Majelis Hakim tidak relevan, karena perkawinan para pemohon dilakukan sebelum mencapai usia 16 tahun, atas dasar keinginan orang tua dan keadaan ekonomi keluarga. Perbedaan batas usia minimal perkawinan antara laki-laki dan perempuan tidak termasuk kategori diskriminatif, karena mengandung kemaslahatan secara biologis dan subtansi hukum.
B. Saran

1. Kepada pihak orang tua yang menginginkan perkawinan anaknya, harus berdasarkan atas persetujuan anaknya tersebut, agar tidak terjadi dampak yang tidak diinginkan. 
2. Kemudian untuk Majelis Hakim yang memutus perkara, harus lebih teliti dikemudian hari terhadap pemeriksaan kronologis kedudukan hukum para pemohon, agar keputusannya tidak merugikan bagi warga negara yang lain.
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ANALISIS HUKUM TENTANG BATAS USIA MINIMAL PERKAWINAN


(pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22/PUU-XV/2017)








UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menurut Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, dan KHI.


Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan MK Nomor: 22/PUU-XV/2017.





Upaya-upaya


Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22/PUU-XV/2017, telah menyebabkan pembaharuan hukum perkawinan di Indonesia.


























Faktor-faktor


-Ketentuan batas usia minimal perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.


Perbedaan Putusan MK Nomor: 30-74/PUU-XII/2014 dengan Putusan MK Nomor: 22/PUU-XV/2017 terhadap pengujian undang-undang yang sama, mengenai ketentuan tentang batas usia minimal perkawinan





Kepastian hukum terhadap Putusan MK Nomor: 22/PUU-XV/2017 Tentang Batas Usia Minimal Perkawinan.
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